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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terbitnya Surat 
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima dan 
upaya penyelesaian SP2DK yang diterima PT X pada 2 Desember 2022. Objek 
penelitian ini adalah PT X yang berkedudukan di Kabupaten Sidorjo, Jawa Timur. 
PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pedagang eceran makanan 
dan telah dikukuhkan menjadi PKP sejak tahun 2018. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil 
analisis, pada lampiran SP2DK terdapat data pembelian yang belum dilaporkan 
oleh PT X pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019. Kelalaian ini 
menyebabkan diterbitkannya SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
Sehingga, berdasarkan hal tersebut, maka PT X melakukan konfirmasi atas 
permasalahan tersebut melalui surat tanggapan pada tanggal 12 Desember 2022. PT 
X wajib melakukan pembetulan baik pada SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan 
Badan tahun 2019. Atas pembetulan tersebut menimbulkan kurang bayar pada SPT 
Masa PPN sebesar Rp 72.140.002 dan SPT Tahunan Badan sebesar Rp 9.380.448 
yang telah disetor pada tanggal 29 Mei 2023. Selain itu PT X menerima sanksi 
bunga atas kekurangan utang pajak akibat pembetulan yang dilakukan berupa Surat 
Tagihan Pajak (STP). Besaran STP yang telah dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 
2023 untuk SPT Masa PPN adalah Rp 17.140.459 dan SPT Tahunan Badan adalah 
Rp 2.215.899. Di masa yang akan datang, diharapkan PT X melakukan rekapitulasi 
setiap akhir bulan untuk menghindari kesalahan yang serupa. 

Kata Kunci : SP2DK, Surat Tagihan Pajak, PPN, SPT Pembetulan 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the causes behind the issuance of the Request for 
Clarification of Data and/or Information (SP2DK) received and the resolution 
efforts for the SP2DK received by PT X in December 2022. The subject of this 
research is PT X, located in Sidoarjo Regency, East Java. PT X is a company 
engaged in the retail food trade and has been recognized as a Taxable Entrepreneur 
(PKP) since 2018. The method used in this research is qualitative with a case study 
approach. The analysis results show that the SP2DK attachment contained purchase 
data that PT X had not reported in the VAT Periodic Tax Return and the Annual 
Corporate Income Tax Return for 2019. This negligence led to the issuance of the 
SP2DK by the Directorate General of Taxes (DJP). Consequently, PT X confirmed 
8the issue through a response letter on December 12, 2022. PT X is required to 
make corrections to both the VAT Periodic Tax Return and the Annual Corporate 
Income Tax Return for 2019. These corrections resulted in underpayments of Rp 
72.140.002 for the VAT Periodic Tax Return and Rp 9.380.448 for the Annual 
Corporate Income Tax Return, which were paid on May 29, 2023. Additionally, PT 
X received interest penalties for the tax underpayments due to the corrections made, 
in the form of a Tax Collection Letter (STP). The amount of STP paid on August 2, 
2023, was Rp 17.140.459 for the VAT Periodic Tax Return and Rp 2.215.899 for 
the Annual Corporate Income Tax Return. In the future, it is hoped that PT X will 
perform monthly recapitulations to avoid similar errors. 

Keywords : SP2DK, Tax Collection Letter, VAT, Amended Tax Return. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang – Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 

bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai pilar utama dalam 

sistem keuangan negara, memainkan peran krusial dalam pembangunan dan 

memberikan layanan publik. Selain menjadi sumber pendapatan negara, pajak 

berfungsi sebagai alat pengendali perilaku ekonomi, meminimalkan terjadinya 

ketidaksetaraan, dan merancang kebijakan yang adil dan berkelanjutan.  

Pajak di Indonesia memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga 

pemungut pajaknya. Pada dasarnya pajak di Indonesia terbagi menjadi dua kategori 

berdasarkan pengelolaannya. Kategori pertama adalah pajak pusat yang pajaknya 

dipungut oleh negara atau pemerintah pusat dan dikelola langsung oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), dan sebagainya. Sedangkan untuk kategori selanjutnya yaitu pajak daerah 

yang pajak pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Pajak Hotel dan 

Restoran, dan masih banyak lagi. 

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk menghitung jumlah 

pajak yang harus disetor oleh wajib pajak kepada negara. Pemberlakuan sistem 

pemungutan pajak menggunakan self assessment menjadi suatu ciri khas di 

Indonesia. Self assesment system adalah sistem administrasi pajak yang dimana 

Wajib Pajak memiliki tanggung jawab utama untuk menghitung, membayar dan 

melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
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umum dan prosedur perpajakan di Indonesia (Halim, 2020). Dengan adanya metode 

self assesment system dapat mempermudah dan memberikan fleksibilitas bagi 

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi 

Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa 

Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, 

dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Keberhasilan 

sistem ini sangat bergantung pada kesediaan Wajib Pajak untuk patuh dan 

pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Namun terjadinya risiko kesalahan 

yang terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan atau 

kesalahan dalam proses perhitungan sering dijumpai pada dunia nyata. Kurangnya 

sosialisasi terkait perpajakan merupakan penyebab utama atas permasalahan 

tersebut.  

Pada saat wajib pajak lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan makaakan 

dikenakan sanksi, bsik sanksi pidana maupun sanksi administrasii. Kesalahan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara nilai 

pajak yang dilaporkan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, dapat menjadi 

landasan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menerbitkan Surat Permintaan 

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai tindak lanjut dari hasil 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan Wajib Pajak. 

SP2DK adalah surat yang dikeluarkan langsung oleh KPP untuk meminta 

penjelasan dalam bentuk data atau keterangan dari perusahaan yang diduga belum 

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

di Indonesia. KPP akan menerbitkan SP2DK apabila terdapat ketidaksesuaian 

antara data, informasi, atau informasi perpajakan dengan SPT yang disampaikan 

oleh Wajib Pajak. Tindakan ini berpotensi mengakibatkan DJP melakukan 

pemeriksaan terhadap WP guna mengevaluasi kepatuhan WP terhadap peraturan 

perpajakan dan akurasi pelaporan pajak.  
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PT X merupakan  perusahaan yang beroperasi di sektor Perdagangan Eceran 

Makanan dan telah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan 

Agustus tahun 2018. Kasus ini bermula saat PT X menerima SP2DK dari KPP 

Sidoarjo Selatan pada Desember 2022. SP2DK tersebut diterima karena terdapat 

indikasi belum dilaporkannya data pembelian pada SPT Tahunan Badan dan SPT 

Masa PPN. Wajib pajak diberikan waktu untuk menanggapi SP2DK baik secara 

langsung maupun tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah surat diterima. 

Tanggapan secara tertulis dapat dilakukan deengan menyampaikan penjelasan 

tertulis dengan mengakui ataupun menyanggah serta disertai bukti atau data 

pendukung yang jelas.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

menganalisis permasalahan ini. Penyampaian pernyataan yang tidak benar dapat 

mengakibatkan PT X dikenai sanksi administrasi. Sehingga, penulis memutuskan 

untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Penyelesaian SP2DK atas Data yang 

Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan dan SPT Masa PPN Pada PT X (Studi Kasus 

Klien KKP Pasagung)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari Tugas Akhir ini diantaranya yaitu : 

1. Apa penyebab penerbitan SP2DK oleh KPP pada PT X? 

2. Apa upaya yang perlu dilakukan PT X dalam penyelesaian SP2DK atas 

ditemukannya data pembelian yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 

Badan dan SPT Masa PPN? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dalam penyusunan Tugas Akhir sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penyebab terbitnya SP2DK oleh KPP pada PT X. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT X dalam penyelesaian SP2DK 

atas ditemukannya data pembelian yang belum dilaporkan dalam SPT 

Tahunan Badan dan SPT Masa PPN. 
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1.4 Manfaat 

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini tentu memiliki manfaat, diantaranya yaitu : 

1. Mampu menerapkan pengetahuan perpajakan yang telah dipelajari selama 

masa perkuliahan. 

2. Sebagai referensi untuk dijadikan acuan bagi penulis maupun pembaca 

yang membutuhkan. 

3. Dapat menganalisis kasus yang terjadi mengenai terbitnya SP2DK atas 

perbedaan yang terjadi antara SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN 

yang dilaporkan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Hukum 

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Republik Indonesia, 2021) 

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

Nomor 7 Tahun 2021. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 

243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). 

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur 

Pajak. 

6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) 

Pajak Penghasilan menurut Undang -  Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu bahwa pajak 

dikenakan atas penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Tambahan kemampuan ekonomis atau 
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penghasilan tersebut bisa berupa gaji, honorarium, hadiah, keuntungan usaha, dan 

lain sebagainya. Ada beberapa jenis utama PPh di Indonesia, seperti PPh Pasal 21, 

22, 23,25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2. 

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan  

Subjek Pajak merujuk pada orang atau individu yang bertanggung jawab atas 

pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian 

tahun pajak. Subjek pajak adalah pihak yang diwajibkan untuk membayar pajak 

penghasilan dan dikenal sebagai Wajib Pajak (WP). Menurut Undang -  Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk 

usaha tetap. 

Subjek Pajak orang pribadi adalah individu yang tinggal di Indonesia atau 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau yang 

dalam tahun pajak tersebut berada di Indonesia dengan niat untuk menetap. 

Sementara itu, subjek pajak badan adalah entitas yang didirikan atau berkedudukan 

di Indonesia. Badan yang dimaksud antara lain Perseroan Terbatas (PT), Perseroan 

Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah dengan nama atau bentuk apapun. 

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan  

Objek Pajak penghasilan adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi 

yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan Wajib 

Pajak tersebut, dalam berbagai nama dan bentuk apapun, termasuk : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
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c. Laba usaha; 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. Premi asuransi; 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak. 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia 

2.3 Pajak Pertambahan Nilai 

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk 

menambah kas negara. Dalam dunia perpajakan, semua orang tidak asing lagi 

dengan yang namanya PPN. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan 
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Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang 

dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 

2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

 Subjek PPN di indonesia adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Subjek 

PPN dibagi menjadi dua, antara lain : 

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Bagi Subjek Pajak yang telah ditetapkan sebagai PKP, PPN akan terutang 

apabila PKP melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, serta ekspor BKP, 

ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. 

2. Non PKP 

Untuk Subjek Pajak yang belum menjadi PKP, PPN tetap akan terutang 

meskipun kegiatan yang dilakukan merupakan objek PPN namun belum 

dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini termasuk dalam kasus impor BKP, pemanfaatan 

BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean maupun di dalam Daerah 

Pabean, serta kegiatan membangun sendiri. 

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

 Objek PPN sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, dikenakan atas : 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha, 

2. Impor BKP, 

3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, 

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah 

Pabean, 

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean, 

6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP, 

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP 

8. Ekspor JKP oleh PKP. 
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2.3.3 Faktur Pajak 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang 

melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

harus mengeluarkan faktur pajak saat melakukan penjualan barang atau jasa yang 

terkena pajak sebagai tanda bahwa perusahaan telah memungut pajak dari pembeli 

barang atau jasa kena pajak tersebut. Faktur pajak harus dibuat pada : 

a. saat penyerahan BKP dan/atau JKP; 

b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 

sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; 

c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap 

pekerjaan; 

d. saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

PPN. 

2.3.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 angka 24 Undang - 

Undang PPN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 adalah PPN yang dibayar oleh 

Pengusaha Kena Pajak atas pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena 

Pajak, atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran sebagaimana 

diatur dalam pasal 1 angka 25 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh 

Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak; Dalam pengenaan PPN, PKP mengkrediitkan pajak masukan dan keluaran 

dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran 

melebihi jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus 

dibayar oleh PKP. Sebaliknya, jika jumlah Pajak Masukan melebihi jumlah Pajak 

Keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan dengan pajak yang 

terutang pada periode pajak berikutnya, atau dapat diminta pengembalian. 

 

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 
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Berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021, Surat 

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

menyampaikan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, melaporkan objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, serta mencatat harta dan kewajiban sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku dalam perpajakan. SPT berfungsi untuk melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan perhitungan penghasilan yang merupakan objek 

pajak serta perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnyaa terutang. 

SPT dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

(PPh) atau Bagian Tahun Pajak, dan SPT Masa.  

2.4.1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

 SPT Tahunan PPh Badan adalah surat pelaporan pajak penghasilan wajib 

pajak badan yang harus disampaikan oleh setiap badan usaha atau badan hukum 

yang memiliki penghasilan atau pendapatan dalan suatu tahun pajak. SPT ini 

merupakan kewajiban bagi badan usaha untuk melaporkan pendapatan, 

pengeluaran, dan kewajiban pajaknya kepada otoritas pajak setiap tahunnya. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

– Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakn, menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, 

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, 

angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak.  

 Undang – Undang HPP Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa batas dalam 

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 

(empat) bulan etelah akhir Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak terdapat indikasi 

terlambat dalam pelaporan SPT akan dikenakan sanksi berupa denda. Wajib Pajak 

Badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 per SPT tahunan jika terlambat 

lapor. 
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2.4.2 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 SPT Masa PPN adalah dokumen yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang 

atas penjualan barang dan jasa selama periode pajak tertentu. Penyampaiann SPT 

Masa PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 

masa pajak, meskipun PKP tidak melakukan transaksi apapun. SPT Masa PPN 

digunakan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas jumlah PPN 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya harus dibayar, serta 

untuk menginformasikan mengenai: 

1. Perhitungan PPN Masukan yang dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran 

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan oleh PKP sendiri 

atau melalui perantara lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan 

hukum perpajakan yang berlaku. 

2.5 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) 

Surat Edaran Direktur Jenderal Perpajakan Nomor SE-05/PJ/2022 tentang 

Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. SP2DK adalah surat yang 

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas 

data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. Penerbitan SP2DK bertujuan untuk mengawasi penerapan 

sistem self-assessment dalam proses perpajakan di Indonesia. Penetapan Surat 

Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 dijadikan pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) dalam melaksanakan permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan 

kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, permintaan wajib pajak untuk memberikan 

penjelasan mengenai data dan informasi dapat berjalan secara efektif. 

Data dan/atau Keterangan merujuk pada data atau informasi yang diperoleh atau 

dimiliki oleh DJP dari berbagai sumber seperti sistem informasi DJP, SPT Wajib 

Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan atau visit, informasi dari Instansi, Lembaga, 

Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis Informasi, Data, 
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Laporan dan Pengaduan (IDLP), internet, dan data dan/atau informasi lainnya. 

Kepala KPP memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan 

pengawasan mengenai informasi dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh: 

1. Account Representative; dan/atau 

2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 

Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak sesuai dengan SE-05/PJ/2022  

dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara : 

1. Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan 

a. Dalam rangka Pengawasan, Kepala KPP berwenang melaksanakan P2DK 

dengan penerbitan SP2DK melalui Sistem Informasi Pengawasan dan 

ditandatangai oleh Kepala KPP. 

b. SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut: 

1. dikirimkan melalui faksimili; 

2. dikirimkan menggunakan jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti  

  pengiriman surat; dan/atau 

3. diserahkan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan atau pada 

  saat Wajib Pajak datang ke KPP, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

  tanggal penerbitan SP2DK. 

c. SP2DK juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP Online milik 

Wajib Pajak apabila: 

1. Wajib Pajak telah mengaktifkan akun DJP Online miliknya; dan 

2. DJP Online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik. 

d. Dalam hal Wajib Pajak tidak bersedia menerima SP2DK yang disampaikan 

kepadanya, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan penjelasan.Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk 

menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari 

setelah: 

2. Penerimaan Penjelasan dari Wajib Pajak 
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a. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas 

SP2DK yang disampaikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada angka 

1) huruf b) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak: 

1. Tanggal SP2DK; 

2. Tanggal kirim SP2DK menggunakan faksimili/jasa pos/ekspedisi/kurir 

  dengan bukti pengiriman surat; atau 

3. Tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak. 

b. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas 

SP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf a) secara: 

1. Tatap muka langsung; 

2. Tatap muka melalui media audio visual; dan/atau 

3. Tertulis.  
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BAB 3 

KAJIAN STUDI KASUS 

3.1 Objek 

Perusahaan yang menjadi objek analisis dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah 

salah satu klien dari PT. Pasagung Prima Solution yaitu PT X. PT X merupakan 

perusahaan yang berlokasi di Sidoarjo. PT X bergerak di bidang pedagang eceran 

makanan. Kegiatan usaha telah berjalan sejak tahun 2018, telah memiliki NPWP 

yang terdaftar di KPP Sidoarjo Selatan dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) pada tahun 2018. PT X menerima SP2DK yang telah diterbitkan 

oleh KPP Sidoarjo Selatan pada bulan Desember 2022 atas dugaan data pembelian 

yang belum dilaporkan dalammSPT Tahunan Badan tahun 2019 dan SPT Masa PPN 

tahun 2019.  

3.2 Waktu  

 Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penentuan 

dosen pembimbing, penyusunan Tugas Akhir, dan pengumpulan Tugas Akhir. 

Penentuan dosen pembimbing dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024. 

Pengambilan data studi kasus dilakukan sebelum penyusunan Tugas Akhir yaitu 

pada bulan Februari hingga Maret 2023. Proses penyusunan Tugas Akhir dimulai 

pada bulan 5 Maret 2023. Kemudian dilanjutkan bulan April hingga 6 Juni 2023 

untuk menyempurnakan penyusunan Tugas Akhir sebelum Tugas Akhir 

dikumpulkan. 

3.3 Metode Kajian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 

2016), metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Teknik utama 

dalam mengumpulkan data dilakukan melalui observasi dokumen dan wawancara. 

Proses wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dan 

pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi, pemahaman, dan solusi 
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atas permasalahan yang ada di PT X. Peneliti melakukan pendekatan studi kasus 

dengan cara eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses, aktivitas 

terhadap satu orang atau lebih serta dilengkapi dengan data dan dokumen 

pendukung. Atas izin dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pasagung peneliti 

mengumpulkan data dan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Badan, SPT Masa PPN, SP2DK, dan Berita Acara Pelaksanaan SP2DK. 
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BAB 4  

PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Pelaksanaan 

PT X adalah Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan menjadi PKP sejak tahun 

2018 karena telah memenuhi persyaratan administrasi pengukuhan PKP sesuai 

dengan PER-03/PJ/2022 Pasal 45 ayat (1) yang tertulis “Pengusaha yang 

melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, 

kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP”. PT X juga telah memenuhi 

syarat sebagai PKP sesuai batasan pengusaha kecil PPN sesuai yang tercantum pada 

Peraturan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 

Tahun 2023 pada Pasal 4 ayat (1) yang tertulis “Pengusaha wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan 

suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan 

brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).” 

PT X adalah perusahaan yang bergerak di sektor Perdagangan Eceran Makanan 

yang berlokasi di Sidoarjo dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 47249. 

PT X melakukan kegiatan usahanya dengan melakukan perdagangan berbagai 

macam snack dan minuman dengan sistem grosir, yang dimana pembeli dapat 

menjual kembali produknya kepada para pengecer, pedagang, atau pengguna 

industri lainnya. Dalam memperoleh barang dagangannya PT X memasok dari 

beberapa supplier dengan jumlah yang relatif besar. Melalui kegiatan tersebut, 

terdapat kemungkinan PT X melakukan kelalaian dengan tidak meminta faktur atau 

invoice yang seharusnya diperoleh dari masing – masing supplier. Hal tersebut 

menyebabkan PT X tidak melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan Atas 

kelalaiannya, PT X mendapatkan SP2DK pada 2 Desember 2022 untuk SPT Masa 

PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019 

 

.  
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penyebab Penerbitan SP2DK  

Sebagai Wajib Pajak yang patuh, PT X telah melaksanakan kewajibannya 

untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya setiap tahun. Namun, pada 

Desember 2022 PT X menerima SP2DK yang diterbitkan oleh DJP atas dugaan 

belum terpenuhinya kewajiban perpajakannya. Berdasarkan SP2DK yang diterima, 

ditemukan bahwa adanya beberapa data pembelian yang belum dilaporkan oleh PT 

X pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019. Kelalaian ini 

disebabkan oleh PT X yang tidak meminta faktur pajak yang telah dilaporkan oleh 

masing – masing supplier, sehingga PT X tidak dapat mengkreditkan Faktur Pajak 

Masukan tersebut dan tidak melaporkannya pada SPT Tahunan Badan tahun 2019. 

Dalam lampiran SP2DK yang diterbitkan kepada PT X pada bulan Desember 

2022 mencantumkan rincian data pembelian tahun 2019 yang belum dilaporkan 

oleh PT X. Tabel 4.1 merupakan rincian data pembelian yang belum terlapor dan 

telah penulis olah berdasarkan Masa Pajaknya.  

Tabel 4. 1 Data Pembelian yang Belum Dilaporkan Lampiran SP2DK 

No. Masa Pajak DPP PPN 
1. 2019/01 Rp 10.182.672 Rp 1.018.267 
2. 2019/02 Rp 56.486.673 Rp 5.648.667 
3. 2019/03 Rp 89.038.034 Rp 8.903.803 
4. 2019/04  Rp 147.740.954  Rp 14.774.095  
5. 2019/05 Rp 155.950.767 Rp 15.595.076 
6. 2019/06 Rp 7.125.223 Rp 712.522 
7. 2019/07  Rp 307.790.492  Rp 30.779.049  
8. 2019/10 Rp 399.816.643 Rp 39.981.664 

Total Rp 1.174.131.458 Rp 117.413.143 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2022. 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa data pembelian yang belum dilaporkan oleh 

PT X selama tahun 2019 sebesar Rp 1.174.131.458. PT X melakukan setoran pajak 

kurang dari yang seharusnya akibat data pembelian yang belum dilaporkan tersebut, 

baik dalam SPT Tahunan Badan tahun 2019 dan SPT Masa PPN tahun 2019.  
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Berdasarkan SP2DK yang diterima PT X, maka berdasarkan SE-05/PJ/2022 

tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/ atau Keterangan, dan Kunjungan kepada Wajib Pajak terdapat batasan waktu 

untuk menanggapi SP2DK baik secara langsung maupun tertulis paling lambat 14 

hari kerja setelah surat diterima. Tanggapan secara tertulis dapat diberikan dengan 

mengirimkan penjelasan tertulis yang mengakui ataupun membantah, disertai bukti 

yang jelas.  

4.2.2 Penyelesaian SP2DK atas Data Pembelian yang Belum Dilaporkan 

Setelah menerima SP2DK, PT X segera melakukan chrosscheck atas data 

pembelian pada lampiran SP2DK dengan data pembelian perusahaan di tahun 2019. 

Ditemukan bahwa terdapat beberapa data pembelian yang belum dilaporkan oleh 

PT X serta data pembelian lain yang dibatalkan oleh supplier. Pembatalan faktur 

dapat disebabkan oleh pembatalan transaksi maupun terjadinya kesalahan dalam 

pengisian faktur. Pada gambar 4.1 di bawah ini merupakan salah satu contoh Faktur 

Pajak yang dibatalkan. 

 

Gambar 4. 1 Faktur Batal 
Sumber: Data Internal Perusahaan, 2023. 

Adanya Faktur Pajak yang dibatalkan menyebabkan perbedaan antara total 

data pembelian internal perusahaan dengan data pembelian pada lampiran SP2DK. 

Langkah selanjutnya, PT. X mengkonfirmasi kepada pihak AR bahwa memang 
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terdapat data pembelian yang belum dilaporkan dan terdapat beberapa data 

pembelian yang tidak sesuai pada bulan April dan Juli. PT X menanggapi SP2DK 

tersebut pada tanggal 12 Desember 2022 tepat 10 hari setelah SP2DK diterima. Atas 

tanggapan yang telah dikirimkan PT X, AR menyetujui perhitungan data pembelian 

yang dilampirkan pada tabel 4.2 di bawah ini dan dapat digunakan sebagai dasar 

melakukan pembetulan. Sehingga pada tahap awal penyelesaian ini PT X harus 

mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut.  

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Data Pembelian yang Belum Dilaporkan 

No. Masa Pajak DPP PPN 
1. 2019/01 Rp 10.182.672 Rp 1.018.267 
2. 2019/02 Rp 56.486.673 Rp 5.648.667 
3. 2019/03 Rp 89.038.034 Rp 8.903.803 
4. 2019/04 Rp 141.789.726 Rp 14.178.972 
5. 2019/05 Rp 155.950.767 Rp 15.595.076 
6. 2019/06 Rp 7.125.223 Rp 712.522 
7. 2019/07 Rp 237.221.421 Rp 23.722.142 
8. 2019/10 Rp 399.816.643 Rp 39.981.664 

Total Rp 1.097.611.159 Rp 109.761.115 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023. 

Pada tahap awal penyelesaian ini PT X harus mengkreditkan Faktur Pajak 

Masukan terlebih dahulu. Pengkreditan Faktur Pajak Masukan dilakukan melalui 

aplikasi e-Faktur dengan mencantumkan nomor seri faktur pajak, NPWP supplier, 

masa pengkreditan, dan nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN yang 

harus dibayarkan. Faktur pajak yang berasal dari supplier sangat dibutuhkan dalam 

pengkreditan Faktur Pajak Masukan karena memuat informasi terkait rincian data 

pembelian. Setelah melakukan pengkreditan, langkah selanjutnya adalah upload 

Faktur Pajak Masukan tersebut dan melaporkannya pada web e-Faktur. Faktur 

Pajak Masukan yang telah dilaporkan ini mempengaruhi perubahan nominal yang 

ada pada SPT Masa PPN kolom B2. 
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Tabel 4. 3 Rekapitulasi Faktur Masukan SPT Masa PPN 2019 Normal 

No. 
Masa 
Pajak 

SPT Normal 
DPP PPN 

1. 2019/01 Rp 2.290.090.551 Rp 229.009.023 
2. 2019/02 Rp 2.287.415.848 Rp 228.741.560 
3. 2019/03 Rp 3.719.021.381 Rp 371.902.096 
4. 2019/04 Rp 2.404.398.457 Rp 240.439.819 
5. 2019/05 Rp 4.775.756.488 Rp 477.575.609 
6. 2019/06 Rp 2.928.348.120 Rp 292.834.790 
7. 2019/07 Rp 1.972.754.403 Rp 197.275.429 
8. 2019/08 Rp 2.646.203.299 Rp 264.620.284 
9. 2019/09 Rp 2.346.781.133 Rp 234.678.078 
10. 2019/10 Rp 1.938.649.838 Rp 193.864.941 
11. 2019/11 Rp 2.638.875.582 Rp 263.887.520 
12. 2019/12 Rp 2.651.507.445 Rp 265.150.667 

Total Rp 32.599.802.545 Rp 3.259.980.255 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2020. 

Tabel 4.3 merupakan rekapitulasi Faktur Masukan pada SPT Masa PPN tahun 

2019 normal yang sudah dilaporkan oleh PT X sebelumnya. Diketahui bahwa 

perhitungan tersebut jika dikalkulasikan satu tahun pajak, total DPP pembelian 

sebesar Rp 32.599.802.545 dan PPN dengan tarif 10% sebesar Rp 3.259.980.255. 

Perhitungan tersebut juga sudah sesuai dengan total pembelian yang telah 

dilaporkan pada SPT Tahunan Badan tahun 2019 normal. 

Dalam ketentuan UU  Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 8 ayat 1 Wajib 

pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah 

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur 

Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Maka dari itu PT X 

melakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Dalam hal 

daluwarsa penetapan adalah batas waktu yang telah ditetapkan yaitu dengan jangka 

waktu 5 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak. 

Batasan waktu yang diberikan oleh DJP sangat berpengaruh pada proses 

pembetulan SPT, karena semakin lama proses pembetulan dilakukan, semakin besar 

pula sanksi bunga yang harus ditanggung oleh PT. X. Hal ini akan mengakibatkan 
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biaya yang signifikan bagi PT. X. Untuk menghindari hal ini, wajib pajak perlu 

memahami ketentuan pembetulan SPT. Pembetulan SPT Masa PPN pada PT X 

dilakukan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Oktober 

Tahun 2019, selain itu juga dilakukan pembetulan SPT Tahunan Badan tahun 2019 

atas nilai pembelian. 

Selain mengakibatkan kurang bayar akibat adanya Faktur Pajak Masukan 

yang belum dikreditkan, PT X juga berpotensi menerima sanksi bunga atas 

kekurangan utang pajak akibat pembetulan yang dilakukan. Sanksi administrasi ini 

disampaikan DJP melalui Surat Tagihan Pajak (STP). STP adalah dokumen resmi 

yang dikeluarkan oleh DJP yang digunakan untuk menagih pajak dan/atau sanksi 

administrasi berupa denda dan/atau bunga. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang – 

Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam hal 

Wajib Pajak  membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan  utang  pajak  

menjadi  lebih  besar,  kepadanya  dikenai  sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak 

yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan 

berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Begitu 

juga dengan pembetulan SPT Masa pada Pasal 8 ayat (2a) UU HPP, wajib pajak 

yang membetulkan sendiri SPT masa dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih 

besar maka akan dikenai sanksi bunga.  

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Perhitungan Faktur Masukan SPT Masa PPN 2019  

 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023. 
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Tabel 4.4 merupakan rekapitulasi pembetulan SPT Masa PPN tahun 2019 

setelah dilakukan pembetulan. Diketahui bahwa total perhitungan Pajak Masukan 

pada SPT Masa PPN tahun 2019 normal adalah sebesar Rp 32.599.802.545. Setelah 

dilakukan pembetulan Pajak Masukan berubah menjadi Rp 33.697.413.704 

dikarenakan terdapat penambahan data pembelian sebagai dasar perhitungan Pajak 

Masukan dengan DPP sebesar Rp 1.097.611.159.  

Selain mengalami perubahan pada total pembelian, PT X juga mengalami 

perubahan pada penjualan. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan 

yang belum dilaporkan oleh PT X pada tahun 2019. Sehingga, berpengaruh pada 

total Faktur Pajak Keluaran yang akan dilakukan pembetulan. Tabel 4.5 di bawah 

ini merupakan perhitungan Faktur Pajak Keluaran normal dan pembetulan pada 

SPT Masa PPN tahun 2019. 

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Perhitungan Faktur Keluaran SPT Masa PPN 2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023. 

 Diketahui bahwa Faktur Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN 2019 terdapat 

data penjualan yang belum dilaporkan oleh PT X dengan DPP sebesar Rp 

2.145.577.738 dan PPN sebesar Rp 214.557.774. Data penjualan tersebut 

merupakan temuan setelah dilakukan pelaporan SPT Masa PPN yang 

mengharuskan penyesuaian pada Faktur Pajak Keluaran. Sehingga PT X juga harus 

melakukan pembetulan atas Faktur Pajak Keluaran pada bulan Januari, Februari, 

Maret, Mei, Juni, Juli, dan Oktober. 
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Tabel 4. 6 Rekapitulasi Pembetulan SPT Masa PPN 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023. 

Pada tabel 4.6 di atas diketahui bahwa Faktur Pajak Keluaran PT X adalah 

sebesar Rp 35.795.396.066 dengan PPN sebesar Rp 3.579.539.512. Perhitungan 

Faktur Pajak Masukan adalah sebesar Rp 33.697.413.794 dengan PPN Rp 

3.480.342.226. Hal ini mengakibatkan perhitungan kurang bayar SPT Masa PPN 

mengalami perubahan lebih besar setelah melakukan pembetulan yaitu sebesar Rp 

140.469.603. 

Tabel 4. 7 Perhitungan Kurang Bayar SPT Masa PPN 2019 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023. 

Perhitungan kurang bayar setelah dilakukan pembetulan didapatkan total Rp 

140.469.603 tetapi atas kurang bayar tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar 
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Rp 68.329.602 pada SPT Masa PPN tahun 2019 yang telah dilaporkan sebelumnya. 

Sehingga PT X harus melakukan penyetoran kurang bayar atas PPN sebesar Rp 

72.140.002. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut PT X mendapatkan STP 

sebesar Rp 17.140.459. PT X dapat melakukan pelunasan STP dengan cara 

melakukan pembayaran pada bank yang menerima pembayaran pajak. 

Dalam hal melakukan pembetulan, PT X tidak hanya melakukan pada SPT 

Masa PPN, tetapi juga wajib melakukan pembetulan pada SPT Tahunan Badan 

2019. Atas data pembelian yang belum dilaporkan, diperhitungkan ke dalam 

komponen HPP pada Laporan Keuangan. Tabel 4.4 menunjukkan perhitungan 

Laporan Keuangan pada SPT Tahunan Badan tahun 2019 dalam kondisi normal dan 

setelah pembetulan. 

Tabel 4. 8 Laporan Laba Rugi Normal dan Pembetulan 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023. 

Pada tabel 4.8 yang telah penulis olah diatas merupakan data yang bersumber 

dari Lampiran I SPT Tahunan Badan tahun 2019 normal dan pembetulan. Diketahui 

bahwa pada nominal yang terdapat pada peredaran usaha merupakan perolehan dari 

total Faktur Pajak Keluaran yang telah dilakukan pembetulan yaitu sebesar Rp 

35.795.396.066. Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) normal adalah sebesar 

Rp 32.202.577.845 sedangkan pada pembetulan sebesar Rp 34.064.734.383. Hal 

tersebut dikarenakan PT X melakukan pembetulan dengan menambahkan data 
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pembelian yang belum dilaporkan sebelumnya. Selain itu, pada komponen biaya 

usaha lainnya mengalami perubahan yang pada awalnya sebesar Rp 1.407.484.850 

menjadi Rp 1.627.664.973 dikarenakan adanya penambahan pada biaya sewa dan 

biaya lainnya. Tentu saja dari pembetulan tersebut juga akan mengubah hasil 

perhitungan kurang bayar, dimana tertera pada SPT Tahunan Badan sebelum 

pembetulan berjumlah kurang bayar Rp 54.272 dan setelah melakukan pembetulan 

menjadi kurang bayar sebesar Rp 9.380.448. Sehingga PT X harus melakukan 

penyetoran sebesar Rp 9.326.176. PT X juga menanggung denda administrasi atas 

kekurangan utang pajak akibat pembetulan sebesar Rp 2.215.899.  

4.3 Solusi 

Solusi yang dapat diberikan untuk PT. X atas pembahasan yang telah dijelaskan 

adalah melakukan chrosscheck atas temuan data pembelian yang belum dilaporkan 

pada lampiran SP2DK dengan data pembelian internal perusahaan. PT. X wajib 

mengirimkan surat tanggapan SP2DK kepada KPP mengenai konfirmasi terkait 

adanya data pembelian yang belum dilaporkan dalammSPT Tahunan Badan tahun 

2019 dan SPT Masa PPN tahun 2019. Surat tanggapan SP2DK harus segera dikirim 

paling lambat 14 hari setelah SP2DK tersebut diterima. 

PT. X wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN karena penambahan 

transaksi berupa faktur masukan pada SPT Masa PPN. Pembetulan ini dilakukan 

dengan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur dan 

melakukan upload serta posting atas Faktur Pajak Masukan tersebut. Setelah 

melakukan posting,. Atas pembetulan tersebut menimbulkan perhitungan kurang 

bayar yang harus disetor PT X yaitu sebesar Rp 72.140.002. Berdasarkan kurang 

bayar tersebut PT X harus melakukan pembayaran pada bulan Januari sebesar. 

Setelah dilakukan pembayaran PT X wajib membuka web e-faktur untuk 

melaporkan pembetulan SPT Masa PPN tersebut.Selain itu, PT X juga membayar 

atas sanksi bunga atas kekurangan utang pajak akibat pembetulan sebesar Rp 

17.140.459. 

Setelah SPT Masa PPN dilakukan pembetulan maka selanjutnya adalah 

pembetulan pada SPT Tahunan Badan tahun 2019. Pembetulan SPT Tahunan Badan 
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tahun 2019 diawali dengan melakukan pembetulan pada Laporan Laba Rugi PT X 

tahun 2019, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembetulan pada SPT Tahunan 

Badan. Dengan mengunduh e-Form pembetulan SPT Tahunan Badan pada website 

DJP Online perusahaan. Pada Lampiran II yaitu perincian Harga Pokok Penjualan 

pada kolom pembelian serta lampiran 8A yaitu transkip kutipan elemen – elemen 

dari laporan keuangan dilakukan pembetulan sesuai data yang ada. Pembetulan 

tersebut akan menimbulkan perhitungan kurang bayar yaitu sebesar Rp 9.380.448. 

Setelah dilakukan pembayaran, maka PT X melakukan pelaporan SPT Tahunan 

Badan tahun 2019. PT X juga membayar atas sanksi bunga atas kekurangan utang 

pajak akibat pembetulan sebesar Rp 2.215.899. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah diuraikan adalah 

sebagai berikut: 

1. PT X mendapatkan SP2DK pada Tahun 2022 yang diterbitkan oleh KPP karena 

adanya data pembelian yang belum di laporkan pada SPT Masa PPN tahun 2019 

dan SPT Tahunan Badan tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan PT X yang tidak 

meminta faktur dari masing – masing supplier pada Tahun 2019 sehingga tidak 

dapat melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan. PT X wajib melakukan 

pertanggungjawaban dengan melakukan perhitungan ulang mengenai total 

pembelian pada Masa Pajak Tahun 2019 tersebut. 

2. Sebagai bentuk penyelesaian atas SP2DK yang diterima PT X melakukan 

analisis terhadap data pembelian yang belum dilaporkan dengan bentuk 

pertanggungjawaban mengirimkan surat tanggapan dan melakukan pembetulan 

SPT Masa PPN tahun 2019 pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 

Juni, Juli, dan Oktober serta SPT Tahunan Badan tahun 2019. Akibat 

pembetulan tersebut PT X melakukan setoran atas kurang bayar pada SPT Masa 

PPN tahun 2019 bulan Januari sebesar 281.734, Februari sebesar 151.333, 

Maret sebesar 104.604, April sebesar 68.812.626, Mei sebesar 104.930, Juli 

sebesar 529.122, Oktober sebesar 2.155.652 dan juga kurang bayar pada SPT 

Tahunan Badan tahun 2019 sebesar 9.380.448. PT X juga menanggung sanksi 

administrasi berupa sanksi bunga yang mengakibatkan utang pajak menjadi 

lebih besar pada SPT Masa PPN sebesar 17.140.459 dan pada SPT Tahunan 

Badan tahun 2019 sebesar 2.215.899. 

5.2 Saran 

Saran yang didapat dari studi kasus dan kesimpulan yang telah diuraikan adalah 

sebagai berikut: 
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1. PT X diharapkan untuk meminta dan menyimpan faktur yang telah dilaporkan 

oleh supplier agar dapat dilakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan ketika 

selesai melakukan transaksi pembelian. 

2. PT X diharapkan setiap akhir bulan memiliki rekapitulasi terkait transaksi 

pembelian yang dilakukan dengan beberapa supplier agar dapat memeriksa 

kembali apakah sudah sesuai dengan total pembelian yang sudah terlapor atau 

belum. 

3. PT X harus segera melakukan pembetulan SPT Masa PPN maupun SPT 

Tahunan Badan jika terdapat Faktur Pajak Masukan yang belum dikreditkan dan 

mengajukan laporan atas kekurangan pajak maupun sanksi bunga yang harus 

dibayarkan agar tidak lagi menerima SP2DK dari KPP. 

 

(Sulastri Simbolon and Sandra, 2022) 

(Langgeng Noerman Syah, 2023) 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan 
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(Sambungan Lampiran SP2DK) 
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Lampiran 2 
SPT Masa PPN Januari 2019 Normal 
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Lampiran 3 
SPT Masa PPN Januari 2019 Pembetulan 
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Lampiran 4 
SPT Masa PPN Februari 2019 Normal 
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Lampiran 5 
SPT Masa PPN Februari 2019 Pembetulan 
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Lampiran 6 
SPT Masa PPN Maret 2019 Normal 
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Lampiran 7 
SPT Masa PPN Maret 2019 Pembetulan 
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Lampiran 8 
SPT Masa PPN April 2019 Normal 
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Lampiran 9 
SPT Masa PPN April 2019 Pembetulan 
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Lampiran 10 
SPT Masa PPN Mei 2019 Normal 
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Lampiran 11 
SPT Masa PPN Mei 2019 Pembetulan 
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Lampiran 12 
SPT Masa PPN Juni 2019 Normal 
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Lampiran 13 
SPT Masa PPN Juni 2019 Pembetulan 
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Lampiran 14 
SPT Masa PPN Juli 2019 Normal 
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SPT Masa PPN Juli 2019 Pembetulan 

 



   46 
 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 
 

TUGAS AKHIR                                   PENYELESAIAN SP2DK ATAS…                         EKA SYAFIRA PUTRI 

Lampiran 16 
SPT Masa PPN Agustus 2019 Normal 
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Lampiran 17 
SPT Masa PPN September 2019 Normal 
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Lampiran 18 
SPT Masa PPN Oktober 2019 Normal 
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Lampiran 19 
SPT Masa PPN Oktober 2019 Pembetulan 
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Lampiran 20 
SPT Masa PPN November 2019 Normal 
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Lampiran 21 
SPT Masa PPN Desember 2019 Normal 
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Lampiran 22 
SPT Tahunan Badan 2019 Normal Induk 
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Lampiran 23 
SPT Tahunan Badan 2019 Normal Lampiran HPP 
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Lampiran 24 
SPT Tahunan Badan 2019 Induk Pembetulan  
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Lampiran 25 
SPT Tahunan Badan 2019 Pembetulan Lampiran HPP 
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Lampiran 26 
Rincian Data Pembelian yang Belum Dilaporkan dari SP2DK 
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Lampiran 27  
Rincian Data Pembelian yang Belum Dilaporkan dari WP 
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Lampiran 28 
Surat Tagihan Pajak SPT Masa PPN tahun 2019 
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Lampiran 29  
Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Badan tahun 2019 
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